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PRAKATA

Buku ajar ini hadir di tengah dinamika administrasi publik yang
terus bergerak, merespons perubahan zaman, teknologi, dan
tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Administrasi publik,
sebagai tulang punggung penyelenggaraan negara, tidak lagi
cukup dipahami sebatas serangkaian prosedur birokrasi yang kaku.
Ia telah bertransformasi menjadi sebuah arena yang dinamis,
tempat berbagai teori, pendekatan, dan inovasi bertemu untuk
menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern. Buku Teori
Administrasi dengan Penulis DR.Muhamad Husein Maruapey
dilengkapi dengan berbagai materi kekinian dan kontemporer, di-
yakini dapat memberikan sumbangsi dan pemikiran bagi maha-
siswa dan pembaca yang ingin mengetahui perkembangan Teori
Administrasi Publik menjadi pilihan referensi baru dan pegangan.
Membaca buku Teori Administrasi publik dengan Penulis DR.Mu-
hamad Husein Maruapey.M.Sc, merupakan sebuah Urgensi untuk
memahami secara mendalam serta kontekstual teori administrasi
publik bahkan menuut hemat kami penyusunan buku ini dengan
tujuan selain membekali mahasiswa dengan peta konseptual yang
komprehensif, mulai dari akar pemikiran klasik hingga paradigma
kontemporer, serta relevansinya dalam praktik administrasi di
Indonesia, tetapi juga memperkayah khasanah keilmuan Admin-
istrasi dari sisi keilmuan.

Prof, Dr. Ende Suhartini,S.H.M.H.
Dir. Pascasarjana Unida Bogor
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan
karuniaNya, buku ajar berjudul "Teori Administrasi Publik" ini
dapat diselesaikan. Buku ini dirancang sebagai panduan bagi para
mahasiswa dan pembaca yang ingin menyelami esensi, sejarah, dan
perkembangan ilmu administrasi publik secara sistematis. Harapan
penulis, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan teoritis,
tetapi juga mampu memantik daya kritis dan analitis pembaca
untuk mengamati, mengevaluasi, dan berkontribusi pada
perbaikan praktik administrasi publik di sekitarnya. Dalam pen-
jelasannya Penulis melengkapi isi buku Teori Administrasi Publik
dengan berbagai materi kekinian diantaranya, Menjelaskan De-
fenisi dan Ruang Lingkup Administrasi Publik, Sejarah Admin-
istrasi Publik, Teori Administrasi Publik, Peran Administrasi Pub-
lik Dalam Masyarakat, Tujuan dan Manfaat Administrasi Publik,
Paradigma Administrasi publik serta beberapa materi lain yang
disusun guna memperkaya khasana keilmuan administrasi publik.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah memberikan dukungan, inspirasi, dan masukan berharga
selama proses penulisan. Semoga buku ini membawa manfaat bagi
pengembangan ilmu dan kemajuan praktik tata kelola
pemerintahan di Indonesia.

Husein Maruapey
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GLOSARIUM

e Adaptasi Kebijakan: Proses penyesuaian diri atau modifikasi
kebijakan untuk menghadapi dampak dari suatu fenomena
yang tidak dapat dihindari, misalnya adaptasi terhadap
dampak perubahan iklim.

e Advocacy Coalition Framework (ACF): Sebuah model analisis
kebijakan yang memandang proses kebijakan sebagai
pertarungan antara berbagai koalisi aktor yang berbagi
keyakinan kebijakan yang sama.

e Agensifikasi: Proses restrukturisasi dalam reformasi NPM di
mana departemen pemerintah yang besar dipecah menjadi unit
unit yang lebih kecil dan semi otonom (agensi) yang fokus pada
layanan spesifik.

e Akuntabilitas: Kewajiban para pemegang kekuasaan untuk
menjawab, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan
tindakan serta keputusan mereka kepada pihak yang
memberikan wewenang.

e Analisis Biaya Manfaat (Cost-Benefit Analysis): Sebuah
metode analisis kebijakan yang mencoba mengukur dan
membandingkan semua biaya dan manfaat dari sebuah
kebijakan dalam satuan moneter.

e Analisis Multi-Kriteria (Multi-Criteria Analysis): Metode
analisis kebijakan yang memungkinkan evaluasi alternatif
berdasarkan beberapa kriteria sekaligus, baik kuantitatif
maupun kualitatif.

e Balanced Scorecard (BSC): Sebuah model manajemen kinerja
yang mengukur kinerja organisasi dari empat perspektif
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seimbang: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta
pembelajaran dan pertumbuhan.

Birokrasi Lini Depan (Street-Level Bureaucracy): Para
pegawai pemerintah yang berinteraksi langsung dengan warga
dalam menjalankan tugasnya (contoh: guru, polisi, perawat).

Co-creation (Kreasi Bersama): Sebuah praktik inovatif di mana
warga atau pengguna layanan dilibatkan secara aktif dalam
tahap perancangan dan pengembangan layanan publik.

Co-production (Produksi Bersama): Keterlibatan langsung
pengguna layanan dalam proses penyampaian atau
implementasi layanan itu sendiri, sebagai mitra aktif bagi
penyedia layanan.

Dikotomi Politik-Administrasi: Asumsi dasar paradigma OPA
yang menyatakan bahwa urusan politik (pembuatan kebijakan)
harus dipisahkan secara tegas dari urusan administrasi
(pelaksanaan kebijakan).

Diskresi: Keleluasaan atau kebebasan bertindak yang dimiliki
oleh administrator publik, terutama birokrat lini depan, dalam
menerapkan aturan pada situasi konkret di lapangan.

E-Government: Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
layanan kepada warga, bisnis, dan lembaga pemerintah
lainnya.

E-participation: Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi
warga dalam proses kebijakan, mulai dari konsultasi hingga
pengambilan keputusan bersama.

Etika Publik: Standar moral dan prinsip yang memandu
perilaku dan pengambilan keputusan para pejabat publik
dalam menjalankan wewenang yang diamanahkan oleh
masyarakat.

358 | Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.



Globalisasi: Proses peningkatan interkoneksi dan saling
ketergantungan antara masyarakat, ekonomi, dan budaya di
seluruh dunia yang didorong oleh teknologi dan liberalisasi.

Good Governance: Sebuah paradigma tata kelola yang
menekankan pada kolaborasi antara tiga pilar (negara, sektor
swasta, dan masyarakat sipil) dengan berpegang pada prinsip
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Inkrementalisme: Sebuah model pembuatan kebijakan yang
menggambarkan bahwa keputusan dibuat melalui perubahan
perubahan kecil dan bertahap dari kebijakan yang sudah ada,
bukan melalui analisis rasional komprehensif.

Inovasi Publik: Implementasi ide ide baru (berupa produk,
layanan, proses, atau model organisasi) yang bertujuan untuk
menciptakan nilai publik secara signifikan.

Interoperabilitas: Kemampuan sistem teknologi informasi
yang berbeda dari berbagai lembaga untuk dapat saling
berkomunikasi dan berbagi data secara mulus.

Kesenjangan Digital (Digital Divide): Kesenjangan akses dan
kemampuan dalam menggunakan teknologi digital antara
berbagai kelompok masyarakat, yang dapat menciptakan
bentuk eksklusi baru.

Manajemen Berbasis Hasil (Results-Based Management):
Pendekatan manajemen strategis yang mengalihkan fokus dari
penggunaan input dan pelaksanaan aktivitas ke pencapaian
hasil yang terukur (output, outcome, dan impact).

Mitigasi Kebijakan: Upaya untuk mengurangi atau mencegah
penyebab dari suatu masalah, misalnya mitigasi perubahan
iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan):
Mekanisme  partisipasi formal di Indonesia yang
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diselenggarakan secara berjenjang untuk menjaring aspirasi
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan.

New Public Management (NPM): Paradigma administrasi
publik kontemporer yang terinspirasi oleh sektor swasta,
menekankan pada efisiensi, mekanisme pasar, dan orientasi
pada pelanggan.

New Public Service (NPS): Paradigma administrasi publik
kontemporer yang muncul sebagai kritik terhadap NPM,
menekankan pada peran pemerintah untuk melayani warga
negara (bukan pelanggan), serta menjunjung tinggi nilai
demokrasi dan kolaborasi.

Nudging: Pendekatan kebijakan yang menggunakan wawasan
dari ilmu perilaku untuk "mendorong" orang ke arah perilaku
yang lebih baik secara halus, tanpa melarang pilihan lain.

Old Public Administration (OPA): Paradigma administrasi
publik tradisional yang didasarkan pada prinsip birokrasi
hierarkis, dikotomi politik-administrasi, dan fokus pada
kepatuhan terhadap prosedur.

Open Data (Data Terbuka): Praktik di mana pemerintah secara
proaktif mempublikasikan data non-sensitif dalam format yang
terbuka dan dapat digunakan kembali secara bebas oleh publik.

Paradigma: Satu set asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang
membentuk cara pandang sebuah komunitas ilmiah terhadap
realitas.

Siklus Kebijakan (Policy Cycle): Sebuah model konseptual
yang memecah proses kebijakan yang kompleks menjadi
beberapa tahapan: penetapan agenda, formulasi, legitimasi,
implementasi, dan evaluasi.

Smart City (Kota Cerdas): Sebuah kota yang menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi, khususnya IoT, untuk
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meningkatkan efisiensi operasional, keberlanjutan, dan kualitas
hidup warganya.

Sistem Merit: Prinsip dalam manajemen SDM publik di mana
keputusan kepegawaian (rekrutmen, promosi) didasarkan pada
kompetensi dan kinerja, bukan pada koneksi politik atau
patronase.

Wicked Problems (Masalah Pelik): Masalah publik yang
sangat kompleks, tidak memiliki definisi yang jelas, saling
terkait dengan masalah lain, dan tidak memiliki solusi final
yang benar atau salah.
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